PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR TAHUN

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 17 TAHUN 2011
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SENSUS BARANG DAERAH

Menimbang

Mengingat

1.

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang
milik daerah, perlu dilaksanakan Sensus Barang Daerah;

bahwa dengan adanya Sensus Barang Daerah Pemerintah
Kabupaten Kudus, maka dapat diperoleh Data Barang Milik
Daerah Pemerintah Kabupaten Kudus yang akurat;

bahwa guna efektivitas pelaksanaan Sensus Barang Daerah
Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2016, perlu mengubah
Peraturan Bupati Kudus Nomor 17 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pelaksanaan Sensus Barang Daerah Pemerintah
Kabupaten Kudus;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan
Bupati;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Negara Nomor 4355);



10.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung dJawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa Kkali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3573), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4515);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak
Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3643);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik



Menetapkan :

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan  Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2010
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kudus Nomor 124);

15. Peraturan Bupati Kudus Nomor 17 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pelaksanaan Sensus Barang Daerah Pemerintah
Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun
2011 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI KUDUS NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN SENSUS BARANG DAERAH PEMERINTAH
KABUPATEN KUDUS.

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 17
Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Sensus Barang
Daerah Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten


http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/maluku/files/Viewer.js/Peraturan/Keuangan%20Daerah/Viewer.js/#../Permendagri-21-2011.pdf
http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/maluku/files/Viewer.js/Peraturan/Keuangan%20Daerah/Viewer.js/#../Permendagri-21-2011.pdf
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Kudus Tahun 2011 Nomor 17) diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 5

(1) Pelaksana Sensus Barang Daerah terdiri dari:
a. Petugas Sensus/ Inventarisasi; dan
b. Tim Verifikasi dan Pengolah Data.

(2) Pembentukan Pelaksana Sensus Barang Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Sekretaris
Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah.

(3) Sekretaris Daerah berkewajiban melaporkan hasil
pelaksanaan Sensus Barang Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) kepada Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal

BUPATI KUDUS,

MUSTHOFA
Diundangkan di Kudus
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



NOOR YASIN
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